RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 – 2018.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 
a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian NTT tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.68,60 trilyun dan PDB perkapita mencapai Rp.13,62 juta. Capaian PDRB tersebut  sebagai dampak dari  pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,04 persen atau  melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,42 persen. Pencapaian pertumbuhan ekonomi  NTT tahun 2014 melqmpui pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang memncapai 5,02 %. Pertumbuhan tahun 2014 sebesar 5,04 persen dipicu oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki andil sebesar 1,05 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi NTT. Namun demikian pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas  sebesar 13,09 persen. Selanjutnya sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Perubahan Inventori sebesar 124,51 persen. 

Ekonomi NTT triwulan IV-2014 bila dibandingkan triwulan IV-2013 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,15 persen. Untuk triwulan IV-2014 mengalami pertumbuhan sebesar 0,19 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha  Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi sebesar minus 9,05 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 17,05 persen.

Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha 
Tahun Dasar 2010 Tahun 2014 (Persen) 
	Lapangan Usaha
	Triw III- 2014 terhadap

Triw II-2014
	Triw IV-2014 terhadap

Triw III-2014
	Triw IV-2014

terhadap

Triw IV-2013
	Laju

Pertumbuhan

2014
	Sumber

Pertumbuhan

2014

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	A
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	4,57
	-9,05
	2,80
	3,59
	1,05

	B
	Pertambangan dan Penggalian
	5,37
	-1,64
	2,01
	5,40
	0,08

	C
	Industri Pengolahan
	6,64
	5,06
	4,31
	3,37
	0,04

	D
	Pengadaan Listrik dan  Gas
	-3,14
	16,14
	17,67
	13,09
	0,01

	E
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang
	9,25
	-0,61
	4,63
	4,82
	0,00

	F
	Konstruksi
	5,29
	2,79
	5,40
	5,20
	0,55

	G
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	6,29
	-1,38
	2,20
	4,91
	0,55

	H
	Transportasi dan Pergudangan
	5,16
	6,19
	9,96
	6,55
	0,32

	I
	Penyedian Akomodasi dan  Makan Minum
	6,38
	3,71
	7,01
	6,25
	0,04

	J
	Informasi dan Komunikasi
	5,81
	2,30
	6,51
	7,65
	0,63

	K
	Jasa Keuangan dan Asuransi
	1,91
	6,03
	8,37
	6,70
	0,25

	L
	Real Estate
	5,18
	1,46
	1,34
	1,43
	0,04

	M,N
	Jasa Perusahaan
	4,75
	0,43
	4,87
	4,90
	0,01

	O
	Administrasi Pemerintahan,  Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	9,92
	5,14
	9,66
	5,93
	0,74

	P
	Jasa Pendidikan
	6,60
	12,40
	6,77
	6,23
	0,54

	Q
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	0,54
	7,72
	1,48
	3,67
	0,08

	R,S,T,U
	Jasa Lainnya
	2,87
	1,38
	4,50
	4,38
	0,10

	PDRB
	5,63
	0,19
	0,19
	5,15
	5,04


b.   PDRB perkapita

Pendapatan per kapita tahun 2013 mencapai 7.569.168 rupiah, meningkat sekitar 12,71 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2013 pendapatan per kapita nasional sudah mencapai 32.463.736 rupiah, atau meningkat sekitar 5,83 persen dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2014 terjadi peningkatan PDB Perkapita NTT menjadi  Rp. 13.620.000 atau  namun masih berada dibawah PDB rata-rata perkapita Indonesia yang telah mencapai Rp.41.800.000. 
c. Inflasi Daerah
Inflasi NTT  tahun 2012 mencapai  5,33 %  dan meningkat menjadi 8,41 % tahun 2013. Kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014 dan peningkatan permintaan seiring perayaan natal dan tahun baru mendorong tingginya pencapaian inflasi triwulan IV-2014. Inflasi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir tahun 2014 tercatat lebih tinggi bila dibandingkan triwulan sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Inflasi tahunan pada periode laporan tercatat sebesar 7,76% (yoy) masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 8,36% (yoy). Pencapaian tersebut merupakan prestasi tersendiri, dimana dalam 6 tahun terakhir angka inflasi NTT selalu berada di atas nasional.
3.1.2 Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah
1. Prospek ekonomi

Perekonomian Nusa Tenggara Timur ditopang oleh 3 (tiga) sector utama, yaitu pertanian, jasa-jasa, serta perdagangan, hotel dan restoran. Untuk  untuk memacu perkembangan ekonomi daerah akan didukung  dengan kebijakan khusus yang dapat mengfoptimalkan potensi ekonomi unggulan daerah. Kebijakan pembangunan yang mendukung pembangunan ekonomi yaitu; (1) Kebijakan terobosan daerah: enam tekad pembangunan, Program Desa Mandiri Anggur Merah dan replikasi melalui APBD Kanupaten/Kota, kerjasama pembangunan peternakan  dengan provinsi DKI Jakarta, dan Kerjasma pembangunan perikanan dengan Provinsi Jawa Tengah, (2) Kebijakan Afirmatif Nasional sesuai RPJMN tahun 2014-2019 antara lain: Pembangunan kemaritimam, (2) Pembangunan Pariwisata, (3) Pembangunan Kawasan Industri dan KEK di Luar jawa dan (4)  membangun  dari pinggiran; kawasan perbatasan Negara dan pembangunan Desa. 
Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dan Replikasi  melalui APBD Kabupaten/Kota mampu meningkatkan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar yaitu pertanian dan menurunkan kesenjangan ekonomi maasyarakat. Pertumbuhan   sektor pertanian   menunjukkan pertumbuhan yang prospektif bahkan untuk tahun 2014  tumbuh cukup signifikant  bersama sektor listrik, gas dan air besih dan sektor pertambangan dan penggalian.
Tabel 3.2
Pertumbuhan ekonomi berdasatkan lapangan usaha tahun 2010-2014
	No
	 Lapangan Usaha 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Pertanian  
	2.04
	1.04
	3.16
	2.65
	3.59

	2
	Pertambangan & Penggalian 
	9.98
	4.04
	6.61
	4.98
	5.40

	3
	Industri Pengolahan  
	2.25
	3.40
	4.98
	2.85
	3.37

	4
	Listrik, Gas & Air Bersih 
	10.67
	11.79
	5.34
	7.50
	13.09

	5
	Bangunan/ Konstruksi  
	3.59
	6.29
	7.55
	5.19
	5.20

	6
	Perdagangan 
	8.13
	8.53
	7.17
	8.06
	4.91

	7
	Pengangkutan & Komunikasi  
	6.44
	5.56
	5.59
	5.51
	6.55

	8
	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan
	8.31
	9.07
	7.67
	8.96
	6.70

	9
	Jasa – Jasa  
	7.89
	9.75
	6.45
	7.50
	6.23

	
	 NTT 
	5.25
	5.63
	5.42
	5.56
	5.04


Kualitas pemnbangunan ekonomi  Nusa Tenggara Timur juga makin meningkat  dengan indikator yaitu; (1) menurunnnya kesenjangan ekonomi (gini ratio), (2)  menurunnya penduduk miskin dan (3) meningkatnya  produktivitas  tenaga kerja sektor pertanian sebagai penyerap  tenaga kerja. 
Tabel 3.3
Indikator pembangunan Ekonomi NTT dan Indonesia Tahun 2011-2-13

	No
	Indikator Pembangunan
	2011
	2012
	2013

	1 
	IPM 
	
	
	

	  
	 - Nusa Tenggara Timur  
	67.75
	68.28
	68.77

	  
	 - Indonesia  
	72.77
	73.29
	73.81

	  
	 - Rangking IPM NTT
	31
	31
	32

	2 
	Gini Ratio 
	
	
	

	  
	 - Nusa Tenggara Timur  
	0.36
	0.36
	0.35

	  
	 - Indonesia  
	0.41
	0.41
	0.41

	  
	 - Rangking Gini ratio NTT
	13
	8
	4

	3 
	Kontribusi PDRB 
	
	
	

	  
	 - PDRB NTT (Rp.M) 
	31,221.53
	35,253.36
	40,465.30

	  
	 - PDB Indonesia (RP.M) 
	6,027,081.80
	6,731,534.50
	7,542,518.86

	  
	 - Rangking Kontribusi NTT  
	26
	26
	26


2. Proyeksi Pembagungan ekonomi 2016
Tabel 3.4

Indikator Ekonomi 2013 - 2016

	No
	Indikator Ekonomi
	Tahun 2013
	Tahun 2014
	Proyeksi

	
	
	
	
	Tahun 2015
	Tahun 2016

	1)
	PDRB  Harga Konstan Tahun 2000 (Rp. Mlyard)
	
	
	
	

	
	· Proyeksi  Normatif
	14,826.13
	15,745.35
	16,729.43
	17,783.38

	
	· Proyeksi Optimis
	15,826.89
	16,816.03
	17,875.40
	19,010.44

	2)
	PDRB  Harga Berlaku (Rp. Mlyard)
	
	
	
	

	
	· Proyeksi  Normatif
	39,184.85
	41,144.09
	45,772.81
	50,945.13

	
	· Proyeksi Optimis
	39,395.61
	44,044.29
	49,263.54
	55,125.90

	3)
	PDRB Per Kapita Harga Konstan 2000 (Rp)
	
	
	
	

	
	· Proyeksi Normatif
	2,880,200
	2,989,826
	3,109,038
	3,238,645

	
	· Proyeksi Optimis
	3,074,613
	3,193,135
	3,322,007
	3,462,111

	5)
	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Rp)
	
	
	
	

	
	· Proyeksi  Normatif
	7,612,250
	7,812,702
	8,506,529
	9,277,940

	
	· Proyeksi Optimis
	7,653,193
	8,363,409
	9,155,255
	10,039,326

	6)
	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	
	
	
	

	
	· Proyeksi  Normatif
	5,046
	5,04
	6.25
	6.30

	
	· Proyeksi Optimis
	 
	
	6.85
	6.90

	7)
	Penurunan jumlah pengangguran
	2.25-2.36
	2.30-2.32
	2.00- 2.21
	1.95 - 2.02


3. Tantangan Ekonomi

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Nusa Tenggara Timur antara lain :
1) Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pendapatan perkapita penduduk Nusa Tenggara timur hanya sepertiga pendapatan perkapita nasional.

2) Ketersediaan infrastruktur yang baik dan berkualitas. Merupakan salah satu syarat masuknya investasi, sekaligus untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur yang baik ikut mendukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
3) Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami perbaikan,ini terlihat dari selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Namun demikian, pencapaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur harus terus ditingkatkan karena masih jauh di bawah IPM nasional.
4) Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari meningkatnya Gini Rasio. Namun demikian, Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah Gini Ratio Nasional.
5) Pembangunan ekonomi yang dilakukan harus tetap memperhatikan pembagian kawasan strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai arahan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

6) Memperhatikan sinergi dengan pengembangan kegiatan ekonomi provinsi tetangga, dengan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur, kerja sama dengan provinsi lainnya, dan dengan Negara lainnya mengingat posisi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan antar Negara.

7) Memperhatikan kebijakan ekonomi pemerintah pusat dalam rangka pengembangan ekonomi daerah seperti MP3EI, pengembangan produk unggulan, dan lain sebagainya.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui proyeksi jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dilakukan dengan lebih cermat, tepat, dan terukur.
Proyeksi penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan tahapan : 1) evaluasi kinerja pendapatan RPJMD untuk tahun rencana, 2) perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan pembiayaan), dan 3) penelaahan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya dana transfer daerah.
3.2.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2014

            Tabel 3.5 menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 bahwa kinerja pendapatan hampir setiap tahunnya selalu melampaui target, yaitu selalu di atas 100%,kecuali untuk tahun 2012 yang realisasinya tidakmencapai 100%, hanya sebesar 99,32%. Namun demikian, hal ini tidak otomatis menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah sudah baik, melainkan harus dievaluasi terus menerus, berapa sebenarnya potensi pendapatan yang ada. Dengan demikian penentuan target pendapatan daerah bisa lebih akurat.
Tabel 3.5
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 - 2013

	NO. URUT
	URAIAN
	%

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	
	
	
	

	4
	PENDAPATAN
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	4.1
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	104.54
	107.52
	105.45
	109.76

	4.1.1
	Pendapatan Pajak Daerah
	-
	117.19
	114.19
	112.73

	4.1.2
	Pendapatan Retribusi Daerah
	-
	101.07
	88.05
	73.99

	4.1.3
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	100.00
	100.13
	99.93
	100.00

	4.1.4
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	87.99
	87.17
	86.57
	109.50

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	DANA PERIMBANGAN
	    100.26 
	   100.73 
	      99.29 
	      99.39 

	4.2.1
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 
	  103.01 
	   107.92 
	      92.82 
	     92.19 

	4.2.2
	Dana Alokasi Umum
	   100.00 
	   100.00 
	   100.00 
	   100.00 

	4.2.3
	Dana Alokasi Khusus
	   100.00 
	    100.00 
	   100.00 
	    100.00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
	     89.41 
	    100.00 
	      95.62 
	      96.61 

	4.3.1
	Pendapatan Hibah
	 
	    100.00 
	 
	 

	4.3.2
	Pendapatan Dana Darurat
	 
	             - 
	             - 
	              - 

	4.3.3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya
	 
	              - 
	              - 
	              - 

	4.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	    89.41 
	   100.00 
	     95.62 
	      96.61 

	4.3.5
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya
	 
	              - 
	              - 
	             - 

	4.3.6
	Penerimaan dari pihak ketiga
	 
	 
	 
	     78.00 

	 
	Jumlah
	   101.22 
	   102.62 
	     99.32 
	   100.57 


      Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah.
3.2.1.2 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan

Data yang ditunjukkan oleh Tabel 3.6 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2011 – 2013 adalah sebesar 35,50%, dengan rincian pertumbuhan masing-masing komponen adalah :  PAD sebesar 20,71%,Dana Perimbangan sebesar 14,88%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 59,79%.
Tabel 3.6
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2011 – 2013
	NO. URUT
	URAIAN
	PERTUMBUHAN
	Rata - Rata Pertumbuhan

	
	
	2011
	2012
	2013
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	PENDAPATAN
	 
	 
	 
	 

	4.1
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	31.01
	17.09
	14.04
	20.71

	4.1.1
	Pendapatan Pajak Daerah
	36.78
	18.21
	15.36
	23.45

	4.1.2
	Pendapatan Retribusi Daerah
	(76.38)
	(5.71)
	(12.79)
	(31.63)

	4.1.3
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	70.80
	26.22
	24.75
	40.59

	4.1.4
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	101.80
	12.53
	7.32
	40.55

	4.2
	DANA PERIMBANGAN
	14.69
	23.86
	6.08
	14.88

	4.2.1
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 
	27.50
	15.28
	(17.01)
	8.59

	4.2.2
	Dana Alokasi Umum
	11.48
	25.08
	6.73
	14.43

	4.2.3
	Dana Alokasi Khusus
	57.44
	20.44
	36.32
	38.07

	4.3
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
	  181.30 
	1,406.65 
	      1.42 
	           529.79 

	 
	JUMLAH
	31.01
	69.20
	6.29
	35.50


Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah.
3.2.1.3 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung
Rata – rata belanja tidak langsung dihitung agar bisa memperkirakan besarnya belanja tidak langsung yang harus dianggarkan daerah untuk tahun rencana. 

Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung untuk tahun 2011 – 2013 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung
	NO. URUT
	URAIAN
	PERTUMBUHAN
	Rata – Rata Pertumbuhan

	
	
	2011
	2012
	2013
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	BELANJA 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	    6.36 
	    151.37 
	 12.54 
	             56.76 

	5.1.1
	Belanja Pegawai
	 21.79 
	        5.71 
	  92.09 
	              39.86 

	5.1.2
	Belanja Bunga
	         - 
	             - 
	        - 
	                     - 

	5.1.3
	Belanja Subsidi
	         - 
	             - 
	         - 
	                     - 

	5.1.4
	Belanja Hibah
	  (1.05)
	11,737.08 
	118.15 
	        3,951.39 

	5.1.5
	Belanja Bantuan Sosial
	  30.84 
	     (0.50)
	  44.03 
	             24.79 

	5.1.6
	Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota
	  (8.40)
	      55.19 
	100.17 
	             48.99 

	5.1.7
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	(81.14)
	     46.58 
	  94.16 
	             19.87 

	5.1.8
	Belanja Tidak Terduga
	(89.63)
	   (65.18)
	 16.84 
	          (45.99)


       Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah.
3.2.1.4 Analisis Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Analisis sumber – sumber pendapatan daerah dilakukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah sehingga bisa menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan, apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan target dan realisasi pendapatan daerah.Optimalisasi dimaksud terutama dilakukan pada komponen pendapatan yang relatif masih memberikan kontribusi kurang signifikan.
Tabel 3.8
Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

	NO. URUT
	URAIAN
	PROPORSI

	
	
	2011
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	4
	PENDAPATAN
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.1
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	29.58
	20.47
	21.96

	4.1.1
	Pendapatan Pajak Daerah
	20.14
	14.07
	15.27

	4.1.2
	Pendapatan Retribusi Daerah
	(76.38)
	0.44
	(12.79)

	4.1.3
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	2.56
	1.91
	2.24

	4.1.4
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	6.10
	4.06
	4.10

	
	
	
	
	

	4.2
	DANA PERIMBANGAN
	66.99
	49.04
	48.94

	4.2.1
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
	6.63
	4.52
	3.53

	4.2.2
	Dana Alokasi Umum
	56.78
	41.97
	42.15

	4.2.3
	Dana Alokasi Khusus
	3.58
	2.55
	3.27

	
	
	
	
	

	4.3
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
	3.42
	30.49
	29.09

	4.3.1
	Pendapatan Hibah
	0.23
	
	

	4.3.2
	Pendapatan Dana Darurat
	-
	-
	-

	4.3.3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya
	-
	-
	-

	4.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	3.19
	30.49
	29.09

	4.3.5
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya
	-
	-
	-

	4.3.6
	Penerimaan dari pihak ketiga
	
	
	0.23

	
	Jumlah
	100.00
	100.00
	100.00

	
	
	
	
	


    Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah.
Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi Dana Perimbangan sampai dengan tahun 2013 masih sebesar 48,94% dari total pendapatan daerah. Walaupun proporsi Dana Perimbangan turun cukup besar dar 66,99% di tahun 2011 menjadi 48,93% di tahun 2013, namun komponen dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami peningkatan yang cukup besar dari 3,19% pada tahun 2011menjadi 29,09% pada tahun 2013. Mengingat Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus juga bersumber dari Pemerintah Pusat, maka sebenarnya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi, sekitar 78,04%.
Memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penting bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk berupaya melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan derajat otonomi fiskalnya, antara lain dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah dan hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3.2.1.5 Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap komponen pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan antara target pendapatan daerah (dalam APBD Perubahan) dan realisasinya.
Tabel 3.5 menunjukkan bahwa hampir setiap tahunnya selalu melampaui target, yaitu selalu di atas 100%,kecuali untuk tahun 2012 yang realisasinya tidakmencapai 100%, hanya sebesar 99,32%. Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui potensi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sesuangguhnya.

Tabel 3.9 

Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah 2011 – 2013
	NO. URUT
	URAIAN
	%

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	
	
	
	

	4
	PENDAPATAN
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	4.1
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	104.54
	107.52
	105.45
	109.76

	4.1.1
	Pendapatan Pajak Daerah
	-
	117.19
	114.19
	112.73

	4.1.2
	Pendapatan Retribusi Daerah
	-
	101.07
	88.05
	73.99

	4.1.3
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	100.00
	100.13
	99.93
	100.00

	4.1.4
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	87.99
	87.17
	86.57
	109.50

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	DANA PERIMBANGAN
	    100.26 
	   100.73 
	      99.29 
	      99.39 

	4.2.1
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 
	  103.01 
	   107.92 
	      92.82 
	     92.19 

	4.2.2
	Dana Alokasi Umum
	   100.00 
	   100.00 
	   100.00 
	   100.00 

	4.2.3
	Dana Alokasi Khusus
	   100.00 
	    100.00 
	   100.00 
	    100.00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
	     89.41 
	    100.00 
	      95.62 
	      96.61 

	4.3.1
	Pendapatan Hibah
	 
	    100.00 
	 
	 

	4.3.2
	Pendapatan Dana Darurat
	 
	             - 
	             - 
	              - 

	4.3.3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya
	 
	              - 
	              - 
	              - 

	4.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	    89.41 
	   100.00 
	     95.62 
	      96.61 

	4.3.5
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya
	 
	              - 
	              - 
	             - 

	4.3.6
	Penerimaan dari pihak ketiga
	 
	 
	 
	     78.00 

	 
	Jumlah
	   101.22 
	   102.62 
	     99.32 
	   100.57 


Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah.

3.2.1.6 Prospek Ekonomi dan Kebijakan Nasional

Kebijakan pengembangan ekonomi di Luar Pulau Jawa sesuai RPJMN 2015-2019 akan dilakukan melalui : 1) Percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan sumber daya alam untuk (a) menciptakan nilai tambah, (b) menciptakan kesempatan kerja baru terutama industry manufaktur, industry pangan, industry maritime dan industry pariwisata, 2) percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur, 3) pengembangan SDM dan Iptek, 4) pelayanan terpadu satu pintu, dan 5) pemberian insentif fiscal dan non fiscal. Lebih jauh, kebijakan percapatan pembangunan ekonomi nasional bernasis maritime (kelautan) dan salah satu nawa cita yaitu akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan tantu akan member dampak yang signifikan dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang salah satu agenda pembangunannya adalah perikanan dan kelautan serta sejalan untuk melaksanakan pembangunanya dengan berbasis desa dan kelurahan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terus mensinergikan berbagai kebijakan pembangunan dengan kebijakan nasional, untuk mendukung pencapaian target-target nasional dan target RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018, sekaligus mengupayakan alokasi pendanaan dari Pusat baik dalam bentuk dana perimbangan, dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, maupun dana-dana lainnya.
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

         3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Memperhatikan analisis pendapatan dan prospek ekonomi, serta kebijakan nasional terkait dana transfer ke daerah, maka Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp 3,328 Trilyun lebih, naik Rp 48,525 Milyar lebih atau meningkat 1,48% dari Tahun 2015 sebesar Rp 3,279 Trilyun lebih, dengan rincian sebagai beikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

PAD diproyeksikan sebesar Rp 875,505 Milyar lebih, naik Rp 48,525 Milyar lebih atau 5,87%. Kenaikan terjadi akibat pendapatan dari komponen Pajak Daerah naik sebesar Rp 45,694 Milyar lebih atau 7,18% menjadi Rp 682,420 Milyar lebih dari pajak daerah tahun 2015 yang sebesar Rp 636,726 Milyar lebih. Selain itu Retribusi Daerah juga naik sebesar Rp 2,831 Milyar lebih atau 9,04% menjadi      Rp 34,149 Milyar lebih dari retribusi daerah tahun 2015 yang sebesar Rp 31,318 Milyar lebih.
2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diasumsikan masih menggunakan besaran Dana perimbangan pada Tahun Anggaran 2015, yaitu Rp 1,481 Trilyun lebih, sebab sampai saat ini belum diketahui secara pasti alokasi Dana Perimbangan untuk Tahun Anggaran 2016.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain – lain Pendapatan yang Sah diasumsikan besarannya sama dengan Tahun Anggaran 2015, yaitu Rp 971,816 Milyar lebih.
Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan TA.2013, Pendapatan TA. 2015, dan Proyeksi Pendapatan TA. 2016

	Uraian
	Realisasi 2013
	APBD 2015
	Proyeksi 2016
	+/(-)
	%

	PENDAPATAN
	  2,387,439,508,423 
	3,279,833,748,150 
	3,328,359,151,900 
	48,525,403,750 
	    1.48 

	PAD
	     523,201,203,067 
	   826,979,776,150 
	875,505,179,900 
	48,525,403,750 
	    5.87 

	Pajak Daerah
	     363,720,612,876 
	  636,726,117,000 
	682,420,235,000 
	45,694,118,000 
	    7.18 

	Retribusi Daerah
	         8,589,942,871 
	     31,318,649,250 
	     34,149,935,000 
	 2,831,285,750 
	    9.04 

	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekeayaan Daerah yg dipisahkan
	       53,317,240,346 
	     75,770,160,000 
	     75,770,160,000 
	                       - 
	          -   

	Lain-lain PAD yg Sah
	       97,573,406,974 
	    83,164,849,900 
	     83,164,849,900 
	                       - 
	          -   

	DANA PERIMBANGAN
	  1,165,848,622,793 
	1,481,037,037,000 
	1,481,037,037,000 
	                       - 
	          -   

	Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
	       84,034,259,793 
	    95,100,772,000 
	     95,100,772,000 
	                        - 
	          -   

	Dana Alokasi Umum
	    1,003,991,703,000 
	  1,300,445,875,000 
	  1,300,445,875,000 
	                       - 
	          -   

	Dana Alokasi Khusus
	      77,822,660,000 
	    85,490,390,000 
	     85,490,390,000 
	                        - 
	          -   

	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH
	       698,389,682,563 
	    971,816,935,000 
	     971,816,935,000 
	                       - 
	          -   

	Pendapatan Hibah
	 
	    11,321,669,000 
	    11,321,669,000 
	                        - 
	          -   

	Pendapatan Dana Darurat
	
	 
	 
	 
	 

	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya
	 
	 
	 
	 
	 

	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	     692,946,195,000 
	   954,743,400,000 
	   954,743,400,000 
	                       - 
	          -   

	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya
	 
	 
	 
	 
	 

	Penerimaan dari Pihak Ketiga
	        5,443,487,563 
	      5,751,866,000 
	       5,751,866,000 
	                        - 
	          -   


     Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. NTT, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT
Yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya keyergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara  Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Untuk itu ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pedapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.
Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Peningkatan tata kelola pendapatan melalui:

· Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah; 

· Pembenahan manajemen data penerimaan PAD
· Peningkatan peran dan fungsi UPT pada dinas/badan lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Bersama Samsat. 

· Optimalisasi Samsat Online;
· Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah melalui: 

a) Pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah. 

b) Mengintensifkan penerimaan retribusi daerah. 

2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah secara profesional; 

· Memaksimalkan Kapasitas produktifitas UPTD potensial 

· Kemitraan swasta dalam pengelolaan aset daerah 

· Penyertaan modal  pada Bank NTT dan Lembaga keuangan lainnya yang potensial 

· Pengembangan kawasan wisata Lasiana 

· Perbaikan sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai 
3. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian yang mengalokasikan DAK, dan menyerap DAK dengan optimal sekaligus melakukan pelaporan DAK dengan baik 

4. Optimalisasi  pengelolaan sumber-sumber  dana kerjasama hibah luar negeri dan lembaga internasional 

5. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat  yang dapat meningkatkan pendapatan daerah 
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 :
1. Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arahan undang-undang Nomor  23 Tahun 2014.
2. Belanja untukpendidikan sebesar 20% dari total APBD, kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 305 dari total APBD.
3. Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. 
4. Belanja daerah membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator RPJMD untuk tahun 2016.
5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama SKPD.  

6. Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Tingkat Keberhasilan Pelayanan (TKP), Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya (SB), dan fungsi pelayanan.
7. Program/Kegiatan Prioritas  dengan kriteria sebagai berikut:

· Menunjang pencapaian RPJMD 2016 dan sinergi  RPJMN 2016;

· Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat multi – years;

· Menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD;

· Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;

·  Kerjasama antar pemerintah daerah 

· Belanja  SKPD, yang memuat belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan  efektif 

8. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)
     SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran Iainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. 

     SiLPA APBD sebelum perubahan merupakan angka estimasi. 
2) Penerimaan Pokok Pinjaman Daerah 
Diarahkan pada penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4. 
   3) Pengeluaran Pembiayaan

a. Dana Cadangan 

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. Selanjutnya embentukan dana cadangan akan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. 
b. Penyertaan Modal

Penyertaan modal dilakukan kepada perusahaan daerah/BUMD/lembaga lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah daerah harus melakukan pengendalian batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2016 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
   Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah akan memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2017
	URAIAN
	REALISASI 2013
	REALISASI 2014*
	APBD 2015
	PROYEKSI 2016
	PROYEKSI 2017

	PENDAPATAN
	2,387,439,508,423
	
	3.282.665.033.900
	3,330,863,016,750
	3,995,461,261,926

	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	523,201,203,067
	 683,302,170,862 
	829.811.061.900
	878,009,044,750.00
	949,194,034,624

	Pajak Daerah
	363,720,612,876
	 559,803,345,782 
	636,726,117,000
	682,420,235,500.00
	761,918,547,518

	Retribusi Daerah
	8,589,942,871
	   18,443,849,341 
	34.149.935.000
	31,318,649,250
	30,924,854,568

	Hasil Pengelolaan Kekeayaan Daerah yg dipisahkan
	53,317,240,346
	   63,445,962,924 
	75,770,160,000
	75,770,160,000
	67,822,312,338

	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah
	97,573,406,974
	    41,609,012,815 
	83,164,849,900
	88,300,000,000
	88,528,320,199

	DANA PERIMBANGAN
	1,165,848,622,793
	 1,282,745,347,275 
	1.481.037.037.000
	1,481,037,037,000
	2,172,641,296,373

	Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
	84,034,259,793
	      76,821,847,275 
	95,100,772,000
	95,100,772,000
	115,557,809,023

	Dana Alokasi Umum
	1,003,991,703,000
	1,131,687,590,000 
	1,300,445,875,000
	1,300,445,875,000
	1,955,556,155,520

	Dana Alokasi Khusus
	77,822,660,000
	      74,235,910,000 
	85,490,390,000
	85,490,390,000
	101,527,331,829

	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH
	698,389,682,563
	    741,467,166,700 
	971,816,935,000
	971,816,935,000
	873,625,930,930

	Pendapatan Hibah
	
	        2,772,837,975 
	11,321,669,000
	11,321,669,000
	12,599,680,136

	Pendapatan Dana Darurat
	-
	       -   
	-
	       -   
	-

	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya
	-
	    733,921,280,000    
	-
	       -   
	-

	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	692,946,195,000
	       -
	954,743,400,000
	954,743,400,000
	905,559,093,943

	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya
	-
	       -   
	-
	       -   
	-

	Penerimaan dari Pihak Ketiga
	           5,443,487,563 
	   4,773,048,725 
	           5,751,866,000 
	        5,751,866,000 
	6,994,227,523                        


     *) : Unaudit
Tabel 3.8

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah TA. 2013 - 2017

[image: image1.emf]KODE 

 REK

URAIAN  REALISASI 2013   REALISASI 2014   APBD 2015   PROYEKSI 2016   PROYEKSI 2017 

5. BELANJA DAERAH

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,619,918,226,955      1,734,235,032,391      2,053,350,765,000      2,164,518,063,500      2,353,659,158,442     

5.1.1.Belanja Pegawai 439,136,264,575          464,325,697,148          508,382,966,000          594,918,208,000          596,685,996,423         

5.1.2 Belanja Bunga -                                    -                                    -                                    -                                   

5.1.3 Belanja Subsidi -                                    -                                    -                                    -                                   

5.1.4.Belanja Hibah 987,227,894,156          932,596,147,376          1,152,778,400,000      1,154,858,400,000      1,229,188,642,220     

5.1.5.Belanja Bantuan Sosial 32,312,017,500            22,191,490,515            28,337,378,000            27,254,000,000            47,393,167,500           

5.1.6.Belanja Bgi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa 141,657,475,918          267,099,624,615          320,448,854,000          344,084,288,500          407,651,168,649         

5.1.7.Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 15,209,207,000            29,252,565,000            35,903,167,000            35,903,167,000            52,481,746,150           

5.1.8.Belanja Tidak Terduga 4,375,367,806               18,769,507,737            7,500,000,000               7,500,000,000               20,258,437,500           

5.2. BELANJA LANGSUNG 755,747,653,365          958,813,560,978          1,235,775,575,000      1,442,804,470,000      1,220,280,462,580     

5.2.1 Belanja Pegawai 104,954,155,869          77,667,704,500            92,573,078,806            115,424,357,600          103,723,839,000         

5.2.2.Belanja Barang dan Jasa 425,613,121,224          473,545,067,508          581,066,051,075          690,093,378,400          546,136,335,580         

5.2.3 Belanja Modal 225,180,376,272          407,600,788,970          562,136,445,119          637,286,734,000          570,420,288,000         

JUMLAH BELANJA 2,375,665,880,320      2,693,048,593,369      3,289,126,340,000      3,607,322,533,500      3,573,939,621,022     

*) : Unaudit
Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2017
	URAIAN
	REALISASI 2013
	REALISASI 2014*
	APBD 2015
	PROYEKSI 2016
	PROYEKSI 2017

	PEMBIAYAAN
	
	
	
	
	

	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	
	
	
	
	

	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
	 179,264,504,331 
	    227,763,814,960 
	53.779.434.100
	50.000.000.000
	50.000.000.000

	Pencairan Dana Cadangan
	   57,470,732,150
	        7,371,041,348 
	-
	
	

	Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah
	     9,247,764,376
	        7,371,041,348 
	7.381,872,000
	7,767,348,800 
	7,767,348,800 

	JUMLAH PENERIMAAN

PEMBIAYAAN
	 245,983,000,857 
	    235,134,856,308 
	61,161,306,100
	57,767,348,800,00
	57,767,348,00

	
	
	
	
	
	

	PENGELUARAN DAERAH
	
	
	
	
	

	Pembentukan Dana  Cadangan
	-
	-
	-
	100,000,000,000
	75,000,000,000

	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
	   25,000,000,000
	      75,870,000,000 
	50,000,000,000
	75,000,000,000
	75,870,000,000

	Pemberian Pinjaman Daerah
	      4,992,814,000
	         5,948,560,000 
	4,700,000,000
	10,000,000,000
	4,000,000,000

	JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
	29,992,814,000
	       81,818,560,000 
	54,700,000,000
	185,000,000,000
	154,870,000,000


     *) : Unaudit
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								LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

								                      NOMOR     : 30 TAHUN 2014

								                      TANGGAL  : 12 AGUSTUS 2014











		PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

		LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

		KEADAAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

		TAHUN ANGGARAN 2013

		KODE REK		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		BERLEBIH (BERKURANG)		%

		1.		PENDAPATAN DAERAH



		1.1.		PENDAPATAN ASLI DAERAH		476,687,746,171		523,201,203,067		46,513,456,896		109.76

		1.1.1		Hasil Pajak Daerah		322,652,941,000		363,720,612,876		41,067,671,876		112.73

		1.1.2		Hasil Retribusi Daerah		11,609,614,000		8,589,942,871		(3,019,671,129)		73.99

		1.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		53,316,821,798		53,317,240,346		418,548		100.00

		1.1.4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		89,108,369,373		97,573,406,974		8,465,037,601		109.50



		1.2.		DANA PERIMBANGAN		1,172,962,967,029		1,165,848,622,793		(7,114,344,236)		99.39

		1.2.1.		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hassil Bukan Pajak		91,148,604,029		84,034,259,793		(7,114,344,236)		92.19

		1.2.2.		Dana Alokasi Umum		1,003,991,703,000		1,003,991,703,000		- 0		100.00

		1.2.3.		Dana Alokasi Khusus		77,822,660,000		77,822,660,000		- 0		100.00



		1.3.		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		724,266,315,000		698,389,682,563		(25,876,632,437)		96.43

		1.3.1.		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		717,287,620,000		692,946,195,000		(24,341,425,000)		96.61

		1.3.2.		Penerimaan dari pihak ketiga		6,978,695,000		5,443,487,563		(1,535,207,437)		78.00



				JUMLAH PENDAPATAN		2,373,917,028,200		2,387,439,508,423		13,522,480,223		100.57











		5.		BELANJA DAERAH



		5.1.		BELANJA TIDAK LANGSUNG		1,705,086,852,072		1,619,918,226,955		(85,168,625,117)		95.01

		5.1.1.		Belanja Pegawai		454,502,772,650		439,136,264,575		(15,366,508,075)		96.62

		5.1.4.		Belanja Hibah		1,021,326,376,075		987,227,894,156		(34,098,481,919)		96.66

		5.1.5.		Belanja Bantuan Sosial		46,542,882,000		32,312,017,500		(14,230,864,500)		69.42

		5.1.6.		Belanja Bgi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		149,128,821,347		141,657,475,918		(7,471,345,429)		94.99

		5.1.7.		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		15,456,000,000		15,209,207,000		(246,793,000)		98.40

		5.1.8.		Belanja Tidak Terduga		18,130,000,000		4,375,367,806		(13,754,632,194)		24.13



		5.2.		BELANJA LANGSUNG		853,513,375,725		755,747,653,365		(97,765,722,360)		88.55

		5.2.1		Belanja Pegawai		112,830,051,536		104,954,155,869		(7,875,895,667)		93.02

		5.2.2.		Belanja Barang dan Jasa		475,045,429,289		425,613,121,224		(49,432,308,065)		89.59

		5.2.3		Belanja Modal		265,637,894,900		225,180,376,272		(40,457,518,628)		84.77



				JUMLAH BELANJA		2,558,600,227,797		2,375,665,880,320		(182,934,347,477)		92.85

				SURPLUS/(DEFISIT)		(184,683,199,597)		11,773,628,103		196,456,827,700		-6.38

														-

		3.		PEMBIAYAAN		- 0

		3.1.		PENERIMAAN DAERAH

		3.1.1.		Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		179,315,118,647		179,264,504,331		(50,614,316)		99.97

		3.1.2.		Pendairan Dana Cadangan		57,470,732,150		57,470,732,150		- 0		100.00

		3.1.5.		Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah		7,767,348,800		9,247,764,376		1,480,415,576		119.06

		3.1.		JUMLAH PENERIMAAN		244,553,199,597		245,983,000,857		1,429,801,260		100.58



















		3.2.		PENGELUARAN DAERAH

		3.2.2.		Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		54,870,000,000		25,000,000,000		(29,870,000,000)		45.56

		3.2.3.		Pemberian Pinjaman Daerah		5,000,000,000		4,992,814,000		(7,186,000)		99.86



		3.2.		JUMLAH PENGELUARAN		59,870,000,000		29,992,814,000		(29,877,186,000)		50.10

		3.2.		PEMBIAYAAN NETTO		184,683,199,597		215,990,186,857		31,306,987,260		116.95

		3.3.		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		- 0		227,763,814,960		227,763,814,960



								- 0

								KUPANG 31 DESEMBER 2013
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		KODE REK		URAIAN		REALISASI 2013		REALISASI 2014		APBD 2015		PROYEKSI 2016		PROYEKSI 2017

		5.		BELANJA DAERAH



		5.1.		BELANJA TIDAK LANGSUNG		1,619,918,226,955		1,734,235,032,391		2,053,350,765,000		2,164,518,063,500		2,353,659,158,442

		5.1.1.		Belanja Pegawai		439,136,264,575		464,325,697,148		508,382,966,000		594,918,208,000		596,685,996,423

		5.1.2		Belanja Bunga		- 0				- 0		- 0		- 0

		5.1.3		Belanja Subsidi		- 0				- 0		- 0		- 0

		5.1.4.		Belanja Hibah		987,227,894,156		932,596,147,376		1,152,778,400,000		1,154,858,400,000		1,229,188,642,220

		5.1.5.		Belanja Bantuan Sosial		32,312,017,500		22,191,490,515		28,337,378,000		27,254,000,000		47,393,167,500

		5.1.6.		Belanja Bgi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		141,657,475,918		267,099,624,615		320,448,854,000		344,084,288,500		407,651,168,649

		5.1.7.		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		15,209,207,000		29,252,565,000		35,903,167,000		35,903,167,000		52,481,746,150

		5.1.8.		Belanja Tidak Terduga		4,375,367,806		18,769,507,737		7,500,000,000		7,500,000,000		20,258,437,500						674,144,127,000

																				546,136,335,580.00

		5.2.		BELANJA LANGSUNG		755,747,653,365		958,813,560,978		1,235,775,575,000		1,442,804,470,000		1,220,280,462,580

		5.2.1		Belanja Pegawai		104,954,155,869		77,667,704,500		92,573,078,806		115,424,357,600		103,723,839,000				1,220,280,462,580.00

		5.2.2.		Belanja Barang dan Jasa		425,613,121,224		473,545,067,508		581,066,051,075		690,093,378,400		546,136,335,580						103,723,839,319

		5.2.3		Belanja Modal		225,180,376,272		407,600,788,970		562,136,445,119		637,286,734,000		570,420,288,000

																				649,262,011,500.00

				JUMLAH BELANJA		2,375,665,880,320		2,693,048,593,369		3,289,126,340,000		3,607,322,533,500		3,573,939,621,022				2,787,588,697,264.00

				SURPLUS/(DEFISIT)		11,773,628,103		94,540,103,895		(6,461,306,100)		(252,540,022,000)		421,521,640,904

																-		3,282,665,033,900.00













		3.		PEMBIAYAAN

		3.1.		PENERIMAAN DAERAH														3,354,782,511,500.00

		3.1.1.		Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		179,264,504,331

		3.1.2.		Pendairan Dana Cadangan		57,470,732,150

		3.1.5.		Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah		9,247,764,376

		3.1.		JUMLAH PENERIMAAN		245,983,000,857



		3.2.		PENGELUARAN DAERAH

		3.2.2.		Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		25,000,000,000

		3.2.3.		Pemberian Pinjaman Daerah		4,992,814,000



		3.2.		JUMLAH PENGELUARAN		29,992,814,000

		3.2.		PEMBIAYAAN NETTO		215,990,186,857

		3.3.		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		227,763,814,960



						- 0
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